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Kuatkan Hak EKkonomi
Perusahaan Pers

Perubahan RUU Hak Cipta diharapkan mamp

menjawab tantangan baru

vang dihadapi indusiri pers i era platform digital dan kecerdasan buatan.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pers
saatb ind tengabh mematangloar
usulan terkait Hancangan Lin-
dang-Undang Hak Cipta. Salad
satu aspek yang didorong ada-
laby penpgnatan hak ckonomi pa
cla perusahaan pers atas setiap
produk jurnalistik

"Hak ekonomi wang dimak-
sud berpama royalti. Siapa p

wang menggunakan produk jur-
nalistik untuk kepoerluan ka
mersial, termasuk perssahaszn
gencratifl orffffcioad  dncoll
Al harus punya lisens
dan membayar rovalti J-b_pad.l
perusahann pers ving mempro-
duksinya,” ujar anggota Dewan
Pers, Dahlan Dahi, saat dibobo-

di Jakarta, Blingen
SHO260) malam,

Nomnun, kata Daldan, untuk
keperluan pengembangan ilma
pepgetahuon dan mencerdas
kan  masyarakat, tidak  perlo
membayar rovalti kepada per
usahaan pers, Keperluan vang
dimaksud, misalnya,  bidang
pendidikan dan penelitian, Ini
juga dalam rangka memenuhi
hak untuk tahw (righe o Faowd
rmasvarakat.
rkait  dengan
pomungzutan dti.  Dabhlan
mendorong a tidak hanya
menjadi kewenangan Lembaga
men  Koleksif (LMK,

mekanisme

g pemerintah, Akan
lebib baik, jika mekanisme mo
del  fursiness-ro-biesiness (B2B)
vang dijalankan olch perusa-
haan media selama ini tetap
dipertabankar.

“Mekanismenya biss foedeid
LME tetap menjolankan fung
sinya memungut  rovalti dari
porusahaan pers, tetapl di sisi
lain antarperu W pers pun
tetap boleh menjalin hubungan
hisnis, di  Juar  mekanisme
LMEK.™ paparnyva.

mana usulan dakam draf

Menurul Tahlan, sudah lamea
pembayoaran royodtd di industoi
pers berlangsung dalam bentuk
B2B Misalnyva antara kantor
berita dan perusshaan pers la
mengingatkon, kehadivan LMK

anva menghadirkan  auiddlle
mrecre baru. Sukses  ddaknya
pembayaran rovalti sangat ber-
gontung pada integritas penge
Inta dan LMK, "Ini herhahaya
kcrika  pers saat ind - sangat
mengharapkan pembeyaran ro-
valti-sebagai salabh satun pilar
pun:i:q‘mlhn untuk membiavai
jurpalisme” mmk'l,:uwa

Mamun, i sisi lain, @8 jugs
menegaskon perluva meckanis
me LMK, lembaga ini akan
mengorganisasi porasalin
an-perusahasn pers vang tidak
moemiliki keluatan bavgaining
dengan pledfem. LAMME jugs
akan memnedahlian scmua pi
hak, di mans pun, yang hendak
mengeunakan Karva jurnalistik
L:lntlll. tujuan kamersial.

"Perusahaan poers vang sudah
menjalankan BZE tetap mem-
butuhkan LME, begitu juga se
baliknwa., Karena  itu, Dewan
Pers mengusulkan model Foe-
fved, wakni LME dan B2BE,” pa-
pParnya.

Dengar pendapat

Sehelumnya,  Dewan  Pers
menghimpun masukan terkait
n pengaturan  karya jur-
¢ dalam Bancangan Un-
diang- ang {RULD Hak Cipra
mmelalui forem dengar pendapat
dengan sejumlah  konstituen
pors vang digelar di Elall Drewan
Pers, Jukarta, Kamis (11/6).

Forum dengar ;‘-Lud.jp:ll itu

dibadiri, antara 1|.|||'|. Persatuan
Wartawan  Indonesia,. Aliansi
Jurnalis  Independen,  Serikat

i Pers, Powarta Foto
tuan Hadio Si-
aran Swasta Masional Indone

Televisi Lokal In-
donesia, Asosiasi Televisi Swas-
ta Inckrne. Asesiasi  Media
Siber Indonesia, dan jaringan
medlia Siher Tndonesia,

Hadir pula Lembaga Bantuon
Hukum (LEH} Pers dan Kamite
Tanggung  Jawab  Perusabaon
Platform Phgital entuk Menda-
kung Jurnalismne Berkualitas,

Ketua Dewan Pers Romard-
din Hidayat mooyvionpaikarn,
anggnta Penwan Pers tengah se-
rius mr_'npupavnkau apntuk me
rintis ineecast sehagian o solusi
dari kesulitan yvang tr:np.ah di
hadapi insan pers, Perlindong-
an karva jurnadistik daloen BUU
Hak Cipta  diharapkan hisa
menjadi salah sata solusi dard
herbagai permasalahan ito,

"Resilienst  teman-teman  di
indusir pers sungguh loar hia-
sa. Kita akan sama-saima imceng
upsyakan bagaimana beradap-
tas.l dan apa solusinya di tengah
sang sedang kurang baik
ujar Komaruddin dalam
slaran pers, Jumat (12,6,

Dewan Pers  mencgaskan,
Jarya ju ik merupkan
hasil kerja intelektual yang lahir
melalui proses jurnalistik vang
profiesional, mulad d peliput-
an. wverifikasi, pengolahan in-
publikasi ke
wakat, Karena it,
istik memiliki nilai
ang lavak memper-
sdungan hukum, se-
v intelekiual lainn

alam pembahasan tersehuat,
muncul sejumiah pokok pikiran
yang memperoleh perhatian ba-
as dari peserta, Pertama, periu-
nva penpakuan cksplisit terha-
dap  karva  jurnalistik sebagai
alwek yang dilindungi dalam
UL Hak Cipta,

Kedus, perlunya pengakuan
hak ekenomi perusahasan pers
atas  korva  jurnalistik yvang

s, A

formasi, hingsa
pada miasv
karya jur
ekonomi
aleh pa

diproduksi dan diterbitkannya,
Ketiga,  perlunya pengaturan
wang lehih jelas mengenai peng-
ERR TR TR km jurnalistik olch
patfoorm 1 rregator he-
rita, mesin pencari, dan sistem
an buatan,

3 forum  juga  me
n‘,rm:lh semakin luasnys peng-
sumaan karva jurnal tik scba
st bl rengindeksan, agre-
gasi  informa POnaaZan
cuplikan be hingua pelatib-
an moadel keccrdasan buatoaow
Praktik tersebut dinilai telah
mc]hlphjﬂm matfaat ckonomi
biagti sejumlbah pihak, fetapi he-
hom diikuti olehr melkanisme
r{f)l‘l‘ll)’l—"l'l‘*.l‘u'l "r.‘il'l'r lﬂr':li'K'lr‘-l‘ll'I.i.l
kepada porasabhoaon pers dan
pard pencipis karga jurnalistik,

B2C

Scecara terpisab,. Vice Presi
clent National News KOG Media
Tri Agung Kristanto mengata
kan, Kompas Gramedia sangal
menghargai pencgakan hak
ekonomi pada produk juma-
listik. Sclain mendorong ber
Jalanya mekanisme LMK dan
B2 Tri bahkan jusa mendo-
rang  B2C {husiness-fo-oons-
eer). Maksudnya, dibuka po-
Tuang pungutan ravalti berjalan
antara perusshaan pers dan pe-
langgan secarn personal atau-
pun lembaga

T'ri memberi contoh, karya
'Ill rialistik dan risct d. [Slale
£ a eksklu-
sif :}lch ak.ll_il_[uh] dan poncliti
di kampus dengan membavar
rovalti atas karva tersebut.

Pengajar jurnalistik Univer-
sitas AMultimedia Nusantara 1g-
natius Haryanto |t1ﬂ|1;,|n;_5:|l'|-..ﬂ1
preriun usulan-usulan  terse-
but dikaji dengan cermat se-
belum tl_hmur TR rajukarn
dalam revisi Hak Cipta
DFR. (0aTEH:

AR)
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